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ABSTRAK:

CATATAN :

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengeloaan barang
Milik Kota, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan
menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Kota.
Barang Milik Kota sebagai salah satu unsur penting dalam rangka Penyelenggaraan
Pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar
sehingga mampu mewujudkan Pengelolaan Barang yang memenuhi asas-asas dalam
pengelolaan Barang Milik Kota Yaitu Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi,
Efisien dan Akuntabilitas. Berdasarkan Pertimbangan tersebut perlu membentuk Qanun
Kota Langsa tentang Pengelolaan Barang Milik Kota.
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Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP
No. 84 Tahun 2014; PERPRES No. 11 Tahun 2008; PERPRES No. 54 Tahun 2010;
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Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,
Kedudukan,Wewenang,Tugas dan  Fungsi, Perencanaan Kebutuhan dan
Penganggaran, Pengadaan, Penerimaan dan Penyaluran, Penggunaan, Pemanfaatan,
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan,
Pembinaan,Pengendalian,dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi,
Ketentuan Penutup.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 16 November 2015.
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